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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman 

pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner 

kepada 100 responden wajib pajak UMKM non-karyawan. Analisis data dilakukan 

menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan omset penghasilan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan 

digitalisasi layanan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. 

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,531 menunjukkan bahwa keempat 

variabel menjelaskan 53,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor lain. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan 

pajak UMKM dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran 

perpajakan, bukan hanya melalui penerapan sanksi atau digitalisasi sistem. 

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan 

Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 

 

  



 

ii 

 

 

“THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING LEVEL, INCOME 

TURNOVER, TAX SERVICE DIGITALIZATION, AND TAX SANCTIONS ON 

MSME TAXPAYER COMPLIANCE” 

(A Case Study at KPP Pratama Pekanbaru Tampan) 

 

BY: 

AUFA HABIBAH 

Student ID: 12170322266 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to examine the effect of tax understanding level, income 

turnover, tax service digitalization, and tax sanctions on the tax compliance of 

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at the Pekanbaru Tampan 

Primary Tax Office. This research employs a quantitative approach by distributing 

questionnaires to 100 non-employee MSME taxpayers. Data analysis was carried 

out using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 26. The 

results indicate that the level of tax understanding and income turnover have a 

positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax service 

digitalization and tax sanctions have no significant effect. The coefficient of 

determination (R²) value of 0.531 shows that the four variables explain 53.1% of 

the variation in taxpayer compliance, while the remaining 46.9% is influenced by 

other factors outside the model. This study emphasizes that improving MSME 

taxpayer compliance can be achieved through enhancing tax understanding and 

awareness, rather than merely relying on the application of sanctions or system 

digitalization. 

Keywords: Tax Understanding, Income Turnover, Tax Service Digitalization, Tax 

Sanctions, MSME Tax Compliance. 

  



 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi 

membiayai kebutuhan pembangunan nasional. Namun, upaya meningkatkan 

kontribusi pajak masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dari kelompok 

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non-karyawan yang banyak berperan dalam 

sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan laporan World 

Bank (2023), tingkat kepatuhan kelompok ini cenderung rendah karena mereka 

harus melaksanakan seluruh proses perpajakan secara mandiri mulai dari 

perhitungan pajak, pembayaran, hingga pelaporan tanpa dukungan administratif 

seperti yang diterima oleh WPOP karyawan. Selain itu, keterbatasan literasi 

perpajakan dan hambatan dalam pemanfaatan teknologi turut memperlemah tingkat 

kepatuhan UMKM.  

UMKM sendiri merupakan sektor dominan dalam perekonomian Indonesia 

dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia 

mencapai 8,71 juta unit, sedangkan di Provinsi Riau tercatat 252.572 unit pada 

tahun 2022. Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru terus meningkat dari 25.074 unit 

pada 2023 menjadi 26.684 unit pada 2024 (Raden Heru, Media Center Riau, 2024), 

namun peningkatan jumlah usaha tersebut belum diikuti dengan peningkatan 

kepatuhan pajak yang sepadan. 
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Fenomena serupa juga tampak di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan, salah satu kantor pelayanan pajak yang menaungi banyak pelaku UMKM 

di Riau. Menurut Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2024, 

realisasi pelaporan SPT Tahunan tidak mencapai target. Dari total 75.402 SPT yang 

ditetapkan untuk tahun tersebut, hanya 62.686 SPT yang dilaporkan, atau 94,89% 

dari target (Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2024, Hlm. 14). 

Meskipun persentase ini terlihat mendekati sasaran, selisih sekitar 5% bukan hal 

yang dapat diabaikan, karena setara dengan ribuan wajib pajak yang belum 

melapor. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa kepatuhan di wilayah 

tersebut masih belum optimal, terutama di kalangan wajib pajak orang pribadi non-

karyawan yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.  

Pada data di wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Fenomena 

yang lebih mengemuka terlihat pada fluktuasi setoran pajak final UMKM dalam 

enam tahun terakhir. 

Tabel 1. 1  

Wajib Pajak UMKM 2018–2024 

Tahun Jumlah UMKM Melakukan Setoran Pajak Final 

2019 7.450 

2020 5.566 

2021 2.361 

2022 4.542 

2023 3.908 

2024 3.826 

Sumber: Data primer KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2024) 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang menyetorkan pajak 

final tidak menunjukkan pola yang stabil. Tahun 2019 mencatat jumlah setoran 

tertinggi, namun angka tersebut merosot tajam pada 2021 dan tidak kembali 

mendekati capaian awal hingga tahun 2024. Ketidakstabilan ini mengindikasikan 

adanya dinamika perilaku kepatuhan yang sulit diprediksi dan berpotensi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, perilaku, maupun kondisi ekonomi. 

Pendekatan edukasi perpajakan yang dijalankan KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan hingga saat ini masih berkutat pada wajib pajak orang pribadi (WPOP) 

karyawan. Penyuluhan, kelas pajak, dan berbagai kegiatan sosialisasi lebih sering 

diarahkan kepada pegawai negeri maupun karyawan swasta, sementara pelaku 

UMKM sebagai bagian dari WPOP non-karyawan belum memperoleh perhatian 

proporsional (Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2024, tabel no.2 

hlm.7). Ketimpangan dalam distribusi edukasi ini pada akhirnya menciptakan 

ruang kosong yang berpotensi menghambat peningkatan kepatuhan pajak di 

kelompok UMKM sektor yang sebenarnya memiliki kapasitas kontribusi 

penerimaan yang besar. 

Konsentrasi edukasi yang timpang tersebut tercermin dari perkembangan 

data pelaporan dan pembayaran pajak selama periode 2019–2024. Meskipun 

jumlah WPOP karyawan yang melapor setiap tahun cenderung lebih stabil 

dibandingkan kelompok non-karyawan, secara keseluruhan menunjukkan bahwa 

peningkatan hanya terjadi pada kelompok yang sejak awal menjadi sasaran utama 

edukasi. Sebaliknya, kelompok non-karyawan tidak mengalami penguatan 

kepatuhan yang berarti. 
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Tabel 1. 2  

Status Pelaporan dan Pembayaran Pajak Tahun 2019–2024 

Tahun 
Ada Lapor dan membayar 

Total 

WPOP Karyawan WPOP Non-karyawan 

2019 1,957 2,918 164,630 

2020 1,900 2,688 165,155 

2021 2,073 2,623 177,502 

2022 2,666 2,706 181,721 

2023 2,680 2,554 196,251 

2024 2,451 2,330 220,226 

Sumber: Data primer KPP Pratama Pekanbaru Tampan (2024) 

 

Data tersebut memperlihatkan bahwa sejak 2019 hingga 2024, jumlah 

WPOP karyawan yang melapor mengalami peningkatan, dari 1.957 menjadi 2.451.  

Sedangkan kondisi yang terjadi pada WPOP non-karyawan yang turun dari 2.918 

menjadi 2.330. Pola ini menegaskan bahwa ketidakseimbangan edukasi perpajakan 

tidak hanya membuat kepatuhan tidak berkembang, tetapi juga memperlebar 

kesenjangan antara kelompok wajib pajak yang menjadi prioritas dan yang kurang 

mendapat perhatian. 

Di sisi lain, efektivitas kegiatan penagihan dan pemeriksaan yang dilakukan 

KPP mencapai 120%, menunjukkan bahwa pengawasan telah berjalan baik. 

Namun, fokus penegakan hukum masih lebih banyak ditujukan kepada wajib pajak 

badan atau perusahaan besar, sehingga efek jera dari sanksi perpajakan belum 

sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM yang memiliki kontribusi potensial 

terhadap penerimaan pajak. (Laporan Kinerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 

2024, hlm. 21-23) 
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Penerimaan pajak negara sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib 

pajak, termasuk dari sektor UMKM yang menjadi salah satu penyumbang terbesar 

aktivitas ekonomi nasional. Namun, peningkatan jumlah UMKM tidak diikuti oleh 

peningkatan kepatuhan pajak yang stabil. Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 

misalnya, pelaporan SPT dan setoran pajak final UMKM menunjukkan fluktuasi 

yang berulang, sementara jumlah WPOP non-karyawan yang tidak melapor terus 

meningkat. Ketimpangan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan yang bersumber dari kemampuan maupun 

pemahaman pelaku UMKM sendiri, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut 

mengenai apa yang sebenarnya memengaruhi kepatuhan mereka. 

Salah satu isu yang paling sering dikaitkan dengan kepatuhan adalah 

pemahaman perpajakan. Bahwa peran literasi pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh 

mana edukasi perpajakan diterima oleh wajib pajak, yang dimana di Pekanbaru 

belum merata karena kegiatan penyuluhan lebih banyak menyasar ke karyawan 

dibandingkan UMKM. Penelitian Putri Pinasti (2023) menemukan bahwa tingkat 

pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 

sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yeni Widyanti et al., (2021) 

yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. 

Selain pemahaman, tingkat omset juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian Florensia, Sitorus, dan Herawati (2023) menunjukkan bahwa 

omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Afriko Eko 

Anggriawan (2020) menunjukkan arah yang berlawanan karena omzet tinggi tidak 

selalu diikuti oleh peningkatan laba bersih, sehingga pelaku UMKM merasa 
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terbebani ketika harus menyetor pajak. Ketidaksesuaian hasil penelitian ini relevan 

dengan kondisi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki pola usaha 

fluktuatif, sehingga hubungan omzet dan kepatuhan tidak dapat diasumsikan 

seragam dan perlu diuji ulang dalam konteks lokal. 

Dari sisi pelayanan, digitalisasi perpajakan diharapkan mampu 

meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak. Namun, 

efektivitasnya masih bervariasi. Penelitian Riza Fitria dkk. (2022) membuktikan 

bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. Sebaliknya, penelitian Elma Liyanty Putri dan Anik Yuliati (2024) 

menyimpulkan bahwa digitalisasi pajak belum memberikan pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, kondisi pemanfaatan layanan digital 

pajak di Pekanbaru juga belum merata, maka diperlukan penelitian yang menilai 

apakah digitalisasi benar-benar memberikan dampak pada kepatuhan UMKM di 

wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

Pada laporan KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan bahwa 

penegakan hukum masih lebih banyak diarahkan pada wajib pajak badan berskala 

besar, sehingga pelaku UMKM kemungkinan tidak merasakan risiko sanksi secara 

langsung. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menguji kembali apakah sanksi 

perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam konteks wilayah 

ini.. Maulana dan Harto (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan Fibriyanti dan Wibowo 

(2021) menemukan hasil berbeda, di mana sanksi tidak berpengaruh signifikan 
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karena sebagian besar pelaku UMKM kurang memahami jenis dan beratnya sanksi 

yang dikenakan 

Hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa masih 

terdapat perbedaan temuan terkait pengaruh tingkat pemahaman pajak, omset 

penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan ini mengindikasikan adanya celah 

penelitian yang menarik untuk dikaji kembali secara lebih mendalam dengan 

memperhatikan karakteristik wajib pajak di masing-masing wilayah. 

Oleh sebab itu, penelitian ini hadir sebagai bentuk pengembangan dari 

peneltian terdahulu menurut Feri Alvoncius R.P dan Ajeng Andriani Hapsari (2022) 

yang meneliti “Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

di KPP Pratama Kuala Tungkal”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pemanfaatan teknologi digital, seperti e-Filing dan e-Billing, memberikan dampak 

positif dalam meningkatkan efisiensi serta mendukung kepatuhan wajib pajak (Feri 

& Hapsari, 2024). 

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan atau novelty yang 

membedakannya dari penelitian terdahulu. Pertama, penelitian sebelumnya 

umumnya hanya meneliti satu variabel utama, yakni digitalisasi layanan 

perpajakan, sedangkan penelitian ini menggabungkan beberapa variabel penting 

yang secara teoritis berhubungan langsung dengan kepatuhan pajak, yaitu 

pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan, dan sanksi perpajakan. 

Kedua, lokasi penelitian yang lebih spesifik di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

memungkinkan hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual 
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terhadap kondisi wajib pajak UMKM di daerah tersebut, Sementara penelitian Feri 

dan Ajeng (2022) lebih bersifat umum terhadap wajib pajak secara keseluruhan di 

KPP Pratama Kuala Tungkal, penelitian ini mempersempit fokus kepada pelaku 

UMKM sebagai segmen ekonomi yang memiliki peran besar dalam penerimaan 

pajak namun tingkat kepatuhannya masih rendah. Ketiga, penelitian ini secara 

eksplisit menempatkan fenomena rendahnya edukasi perpajakan kepada UMKM 

dan ketidakterjangkauannya oleh penegakan hukum sebagai konteks penting dalam 

menganalisis variabel-variabel penelitian, sehingga hasilnya diharapkan mampu 

memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana karakteristik lingkungan fiskal 

memengaruhi efektivitas variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan penjelasan mengenai tiap variable 

nya, saya sebagai peneliti menyimpulkan untuk mengangkat penelitian dengan 

judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, Digitalisasi 

Pelayanan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM” (Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Tampan) 

1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajjib 

pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?  

2. Apakah Omset Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?   
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3. Apakah Digitalisasi Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?   

4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan?   

1.3  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Tingkat pemahaman pajak 

terhadap kepatuhan wajjib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan  

2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Omset Penghasilan 

terhadap kepatuhan wajjib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan  

3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Digitalisasi Pelayanan 

Pajak terhadap kepatuhan wajjib pajak UMKM pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan  

4. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh dari Sanksi Perpajakan 

terhadap kepatuhan wajjib pajak UMKM pada KPP Pratama Pekanbaru 

Tampan. 

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu di bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang 
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berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. 

Dengan mengkaji pengaruh tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, 

digitalisasi pajak dan sanksi perpajakan, penelitian ini dapat memperkaya 

literatur dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas 

kepatuhan wajib pajak dalam konteks perpajakan modern. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan 

strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM, baik melalui edukasi, pendekatan 

berbasis kapasitas usaha (omset), maupun penguatan layanan digital yang lebih 

ramah bagi pelaku UMKM. 

b. Bagi Wajib Pajak UMKM 

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak 

UMKM terhadap kewajiban perpajakan, serta mendorong pemanfaatan layanan 

perpajakan digital yang telah disediakan oleh pemerintah secara lebih optimal. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi acuan awal bagi pengembangan penelitian 

lanjutan terkait kepatuhan pajak UMKM, baik dengan pendekatan kuantitatif, 

kualitatif, maupun penggabungan keduanya, serta penambahan variabel lain yang 

relevan dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini menjelaskan alasan 

pentingnya penelitian dilakukan dan arah penelitian yang akan dicapai. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian, seperti 

teori kepatuhan pajak, teori perilaku wajib pajak, teori Theory of Planned 

Behavior (TPB), serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan perpajakan, 

sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pada bab ini juga 

dijelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi 

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta teknik analisis data yang digunakan. Dalam penelitian ini, analisis data 

dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 

versi 26. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, 

meliputi deskripsi data responden, hasil uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik, hasil analisis regresi, serta pembahasan mengenai pengaruh masing-
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masing variabel terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut 

kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan dengan teori serta penelitian 

terdahulu. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran 

yang dapat diberikan bagi pihak-pihak terkait, seperti otoritas pajak, wajib pajak 

UMKM, dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) 

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari 

Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein 

pada tahun 1980. TPB diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 sebagai 

teori yang menjelaskan hubungan antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku 

seseorang. Menurut Ajzen (1991), perilaku seseorang muncul karena adanya niat 

(intention) untuk melakukan perilaku tersebut, dan niat ini terbentuk dari tiga 

faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma 

subjektif (subjective norm), serta persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral 

control). Seseorang akan cenderung berperilaku sesuai dengan niatnya ketika ia 

memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut, merasa bahwa orang lain di 

sekitarnya mendukung tindakan itu, dan merasa memiliki kemampuan untuk 

melakukannya.(Ajzen, 2005) 

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, TPB dapat digunakan untuk 

memahami mengapa seseorang memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya. Perilaku kepatuhan pajak bukan hanya dipengaruhi 

oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial yang 

memengaruhi niat seseorang untuk patuh. Ajzen (1991) menegaskan bahwa 

perilaku patuh pajak akan muncul apabila wajib pajak memiliki niat yang kuat 

untuk mematuhi peraturan pajak, serta merasa mampu melaksanakannya tanpa 

hambatan berarti. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka berpikir yang 
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komprehensif dalam menjelaskan bagaimana pemahaman, tekanan sosial, serta 

kemampuan individu berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. 

Teori ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 

1. Sikap terhadap perilaku (Attitude Toward Behavior) 

Sikap menggambarkan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap 

perilaku tertentu. Jika seseorang percaya bahwa perilaku tersebut akan 

menghasilkan konsekuensi yang baik, maka ia akan memiliki sikap positif 

terhadap perilaku itu. Dalam hal perpajakan, wajib pajak yang memahami 

manfaat kepatuhan, seperti terhindar dari sanksi, memperoleh kemudahan 

akses layanan, serta berkontribusi pada pembangunan negara, cenderung 

memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak (Ajzen, 2005). 

2. Norma subjektif (Subjective Norm)  

Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan seseorang 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Faktor ini 

berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, 

rekan bisnis, atau masyarakat terhadap keputusan individu. Dalam konteks 

wajib pajak, norma subjektif dapat terbentuk karena dorongan sosial untuk 

patuh, misalnya ketika pelaku UMKM merasa bahwa kepatuhan pajak 

merupakan kewajiban moral dan sosial yang dihargai di lingkungannya. 

(Fishbein, M., & Ajzen, 2010) 

3. Persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioral Control) 

Persepsi kontrol perilaku menggambarkan sejauh mana seseorang merasa 

memiliki kemampuan, sumber daya, dan kesempatan untuk melakukan 
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suatu perilaku. Apabila individu merasa mampu dan tidak menemui 

banyak hambatan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maka 

peluang untuk berperilaku patuh akan semakin besar. Dalam perpajakan, 

faktor seperti kemudahan sistem digital (misalnya e-Filing, e-Billing, dan 

DJP Online) dapat meningkatkan persepsi wajib pajak bahwa mereka 

mampu melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa kesulitan berarti (Ajzen, 

1991). 

Berdasarkan kerangka TPB, perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 

niat wajib pajak untuk patuh. Niat tersebut terbentuk dari kombinasi antara sikap, 

norma subjektif, dan persepsi kontrol. Wajib pajak yang memiliki pemahaman 

pajak yang baik akan cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan karena 

memahami manfaat dan risiko dari perilaku patuh atau tidak patuh. Selain itu, 

tingkat pemahaman juga meningkatkan persepsi kontrol, karena wajib pajak 

merasa mampu menjalankan kewajibannya dengan benar.(Utami, D., & Pratomo, 

2021) 

Faktor omset penghasilan juga dapat memengaruhi sikap dan persepsi 

kontrol wajib pajak. Wajib pajak dengan omset besar umumnya memiliki sumber 

daya yang lebih baik, seperti kemampuan untuk menyewa konsultan atau 

menggunakan sistem digital dengan lancar, sehingga merasa lebih mampu dan 

memiliki pandangan positif terhadap kepatuhan pajak (Sari, P., & Damayanti, 

2020). Digitalisasi layanan pajak seperti e-Filing dan e-Billing juga berperan 

penting dalam meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak. Sistem digital 

membantu mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga 
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mengurangi hambatan teknis yang sering dihadapi. Selain itu, penggunaan sistem 

digital secara luas menciptakan norma sosial baru bahwa melapor pajak secara 

daring adalah hal yang umum dilakukan oleh masyarakat modern (Pratiwi, D. & 

Fitri, 2022). 

Di sisi lain, sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh terhadap sikap dan 

norma subjektif wajib pajak. Ancaman denda atau hukuman membuat wajib pajak 

memandang kepatuhan sebagai pilihan yang lebih rasional dan aman, sehingga 

membentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Selain itu, keberadaan sanksi juga 

memperkuat norma sosial bahwa ketidakpatuhan merupakan perilaku yang tidak 

dapat diterima. (Sukirman, & Yulianingsih, 2021) 

Secara keseluruhan, Theory of Planned Behavior memberikan dasar 

teoritis yang kuat untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan pajak, dan sanksi 

perpajakan dapat dipandang sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tiga 

komponen utama dalam TPB, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol 

perilaku. Ketiga komponen tersebut kemudian membentuk niat wajib pajak untuk 

patuh, yang akhirnya mendorong terwujudnya perilaku kepatuhan pajak secara 

nyata. Oleh karena itu, TPB menjadi teori yang tepat digunakan dalam penelitian 

ini untuk menjelaskan pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

2.2 Tingkat Pemahaman Pajak  

Tingkat pemahaman pajak (tax understanding level, yaitu tingkat 

kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan 
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perpajakan) merupakan salah satu faktor kognitif paling penting dalam 

menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kirchler (2007) menyatakan bahwa 

pemahaman pajak adalah bagian dari tax knowledge (pengetahuan pajak), yang 

merupakan fondasi utama dalam menciptakan perilaku perpajakan yang rasional. 

Wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi akan lebih mampu menilai manfaat 

dan risiko dari tindakan patuh maupun tidak patuh, sehingga keputusan 

perpajakannya lebih terstruktur dan terkontrol.(Kirchler, 2007) 

Secara teoritis, pemahaman pajak memiliki hubungan erat dengan 

terbentuknya perilaku kepatuhan sebagaimana dijelaskan dalam Theory of 

Planned Behavior (Ajzen, 1991). Menurut teori ini, perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Pemahaman pajak 

memengaruhi ketiga aspek tersebut: meningkatkan sikap positif karena wajib 

pajak mengetahui manfaat kepatuhan, menguatkan norma subjektif karena 

memahami kewajiban sosial sebagai warga negara, serta memperbesar persepsi 

kontrol karena wajib pajak merasa mampu melaksanakan prosedur pajak tanpa 

hambatan berarti. Dengan kata lain, pemahaman pajak tidak hanya memengaruhi 

aspek kognitif, tetapi juga memberi dorongan psikologis untuk berperilaku patuh. 

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Pajak 

1. Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan 

Pendidikan formal maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib 

pajak. Program seperti seminar, pelatihan, dan tax gathering dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan (Ni Putu Yeni Yustika Dewi, 
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Anik Yuesti, 2022). Sosialisasi yang berkelanjutan membantu wajib pajak 

memahami hak dan kewajiban serta perubahan kebijakan pajak yang terjadi. 

2. Akses terhadap Informasi Pajak 

Pemahaman pajak meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap 

informasi. Teknologi digital seperti DJP Online, e-Filing, dan e-Billing 

memudahkan wajib pajak untuk memperoleh informasi, mengisi formulir, serta 

melaporkan pajak dengan benar (Hidayat & Nugraha, 2019) Kemudahan akses ini 

berperan penting dalam memperkecil risiko kesalahan administrasi. 

3. Pengalaman Wajib Pajak 

Wajib pajak yang telah berulang kali melakukan pelaporan pajak akan 

memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prosedur dan aturan yang berlaku 

dibandingkan dengan wajib pajak baru. Pengalaman empiris ini memperkuat 

kemampuan individu dalam menghindari kesalahan pelaporan dan meningkatkan 

efisiensi administrasi (Meidiyustiani et al., 2022). 

4. Penyuluhan Pajak dan Peran Konsultan Pajak 

Banyak pelaku UMKM yang memperoleh pemahaman pajak melalui 

penyuluhan dan konsultasi dengan pihak profesional. Dukungan dari konsultan 

pajak terbukti mampu membantu wajib pajak memahami peraturan, mengelola 

administrasi pajak, dan mengurangi kesalahan perhitungan (Nurfadillah et al., 

2023). 

5. Keterbatasan Akses dan Sumber Daya Manusia 

Sebaliknya, pemahaman pajak yang rendah sering kali disebabkan oleh 

keterbatasan akses terhadap edukasi pajak dan minimnya sumber daya manusia 
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yang kompeten, terutama di sektor UMKM di daerah. Banyak pelaku usaha kecil 

yang belum memiliki pegawai dengan latar belakang akuntansi atau perpajakan, 

sehingga kewajiban pajak belum dilaksanakan secara optimal (Meidiyustiani et 

al., 2022). 

2.3 Omset Penghasilan  

Omset penghasilan merupakan total pendapatan kotor yang diperoleh suatu 

entitas usaha dalam periode tertentu tanpa memperhitungkan beban atau biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dalam konteks bisnis 

UMKM, omset menjadi salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai 

perkembangan usaha karena nilai ini mencerminkan kapasitas produksi, 

kemampuan pemasaran, dan tingkat permintaan atas produk atau jasa yang 

ditawarkan. Oleh karena itu, variabel ini sering digunakan dalam penelitian 

ekonomi, termasuk penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, karena 

omset menggambarkan kemampuan finansial wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan. (Mardiasmo, 2018) 

Menurut Kotler & Keller (2016), Dalam UMKM, faktor internal omset 

seperti inovasi produk dan kemampuan mengelola hubungan pelanggan sering 

menjadi penentu utama naik turunnya omset. Di sisi lain, faktor eksternal seperti 

pertumbuhan ekonomi, perubahan preferensi konsumen, persaingan pasar, dan 

regulasi pemerintah turut mempengaruhi dinamika penjualan secara keseluruhan. 

Dengan demikian, omset tidak hanya dipandang sebagai hasil akhir dari aktivitas 

usaha, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi internal dan eksternal yang 

memengaruhi keberlangsungan ekonomi UMKM. 
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Masalah utama yang sering muncul dalam pencatatan omset UMKM adalah 

keterbatasan literasi akuntansi dan administrasi usaha. Beberapa penelitian 

menyebutkan bahwa kurangnya kemampuan pencatatan usaha menyebabkan 

pelaku UMKM merasa kesulitan dalam menentukan jumlah pajak yang harus 

dibayar, bahkan memicu munculnya perilaku tidak patuh. Dengan demikian, 

kualitas pencatatan omset berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak. (Sari & Haryanto, 2021) 

Dari perspektif perilaku, omset penghasilan memiliki keterkaitan dengan 

tingkat kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). 

Omset yang tinggi meningkatkan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral 

control), yaitu keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kapasitas finansial 

untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pelaku usaha dengan omset lebih besar 

cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengalokasikan dana untuk 

membayar pajak dan lebih sadar akan pentingnya menjaga reputasi usaha dengan 

tidak memiliki tunggakan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, pelaku UMKM 

dengan omset rendah atau fluktuatif umumnya mengalami ketidakpastian finansial, 

sehingga kepatuhan pajak menjadi prioritas yang kurang mendesak karena dana 

lebih banyak difokuskan pada kebutuhan operasional harian. 

Penelitian empiris memperkuat pandangan tersebut. Ginting & Yunita 

(2023) menemukan bahwa besarnya omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM karena pelaku usaha dengan pendapatan yang lebih stabil 

memiliki kecenderungan lebih besar untuk patuh terhadap aturan perpajakan. 

Namun, beberapa penelitian lain seperti Anggriawan (2020) menunjukkan bahwa 
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omset yang tinggi tidak selalu meningkatkan kepatuhan pajak, terutama jika pelaku 

usaha merasa bahwa tarif pajak tidak sesuai dengan kemampuan atau kondisi usaha 

mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap beban pajak dan 

keadilan fiskal menjadi faktor yang ikut memoderasi pengaruh omset terhadap 

kepatuhan pajak. 

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa omset penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai indikator ekonomi, tetapi 

juga berperan sebagai determinan perilaku dalam kepatuhan perpajakan. Oleh 

karena itu, pemahaman mengenai omset dan penerapan pencatatan usaha yang baik 

merupakan aspek penting yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung 

keberhasilan kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia. 

2.4 Digitalisasi Layanan Pajak  

Digitalisasi layanan pajak merujuk pada proses pemanfaatan teknologi 

informasi untuk menggantikan atau menyederhanakan prosedur perpajakan 

tradisional yang sebelumnya dilakukan secara manual. Transformasi ini 

mencakup berbagai platform elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-Form, e-

Registration, hingga aplikasi DJP Online. Tujuan utama digitalisasi adalah untuk 

meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi biaya kepatuhan (compliance 

cost), dan memperluas akses layanan pajak bagi seluruh wajib pajak termasuk 

UMKM. Digitalisasi juga dianggap sebagai langkah strategis untuk 

meminimalkan kesalahan pencatatan serta mendorong transparansi proses 

perpajakan. (Dhaneswara & Cahyani, 2021) 
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Perkembangan digitalisasi perpajakan merupakan bagian dari agenda 

reformasi perpajakan yang diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak sejak 

beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap 

layanan yang cepat dan mudah diakses, pemerintah mengadaptasi teknologi 

digital sebagai solusi untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi. Sistem 

seperti e-Filing memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa harus datang 

ke kantor pajak, sementara e-Billing mempermudah proses pembayaran pajak 

secara elektronik. Perubahan ini tidak hanya mengurangi tekanan kerja pada 

fiskus, tetapi juga memberikan pengalaman layanan yang lebih efisien bagi 

masyarakat. (Direktorat Jenderal Pajak, 2023) 

Dari sudut pandang teori perilaku, digitalisasi perpajakan berpengaruh 

pada persepsi behavioral control menurut Theory of Planned Behavior (Ajzen, 

1991). Teknologi digital dapat menghilangkan hambatan yang sebelumnya 

dirasakan wajib pajak, seperti antrian panjang dan prosedur administrasi yang 

kompleks. Ketika proses perpajakan dianggap mudah dilakukan, persepsi 

kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban meningkat, sehingga 

berpotensi memperkuat niat patuh. Selain itu, digitalisasi turut membentuk norma 

sosial baru, yakni bahwa pelaporan pajak secara elektronik adalah praktik yang 

umum dan modern. Hal ini dapat mendorong wajib pajak mengikuti arus perilaku 

yang dianggap lebih efisien dan sesuai perkembangan zaman. 

Namun, digitalisasi tidak serta merta menjamin peningkatan kepatuhan 

pajak. Banyak pelaku UMKM menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan 

literasi digital, ketersediaan perangkat teknologi, dan akses internet yang tidak 
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stabil. Bagi sebagian UMKM, penggunaan aplikasi perpajakan justru 

menimbulkan kecemasan karena takut melakukan kesalahan input. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan 

pengguna. Tanpa edukasi dan pendampingan yang memadai, teknologi tidak 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua wajib pajak. (Wulandari & 

Prasetyo, 2022) 

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, digitalisasi layanan 

pajak dapat dipahami sebagai inovasi penting dalam sistem administrasi 

perpajakan modern. Digitalisasi tidak hanya menyederhanakan prosedur 

perpajakan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan melalui kemudahan 

akses, efisiensi waktu, dan transparansi. Namun, dampak digitalisasi tidak akan 

optimal tanpa dukungan edukasi yang massif, peningkatan literasi digital, serta 

penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai untuk seluruh lapisan wajib 

pajak, termasuk UMKM di daerah. 

2.5 Sanksi Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah instrumen hukum 

yang diberlakukan pemerintah untuk memastikan wajib pajak mematuhi 

ketentuan perpajakan, baik dalam hal pelaporan, pembayaran, maupun 

penyimpanan dokumen yang diwajibkan. Sanksi ini mencakup sanksi 

administratif seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak, serta sanksi pidana bagi 

pelanggaran yang mengandung unsur kesengajaan seperti menyembunyikan 

penghasilan atau memberikan data palsu. Tujuan utama sanksi adalah 



24 

 

 

memberikan efek jera serta menjaga keadilan fiskal sehingga wajib pajak tidak 

memperoleh keuntungan dari ketidakpatuhan. (Mardiasmo, 2018) 

Dalam perspektif regulasi, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUP) menegaskan bahwa sanksi administratif diberlakukan 

sebagai kompensasi atas kerugian negara akibat keterlambatan atau 

ketidakpatuhan wajib pajak. Misalnya, sanksi bunga atas keterlambatan 

pembayaran dimaksudkan untuk mengganti potensi penerimaan yang tertunda. 

Sementara itu, sanksi pidana dikenakan pada pelanggaran berat yang mengarah 

pada penghindaran pajak. Penataan sanksi ini mencerminkan prinsip bahwa 

sistem perpajakan tidak cukup hanya bergantung pada kepatuhan sukarela, tetapi 

memerlukan mekanisme penegakan hukum yang terukur. (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2023) 

Dari sudut pandang perilaku, sanksi perpajakan mencerminkan norma 

subjektif dan persepsi risiko sebagaimana dijelaskan dalam Theory of Planned 

Behavior (Ajzen, 1991). Wajib pajak akan lebih cenderung patuh ketika mereka 

meyakini bahwa pelanggaran akan membawa konsekuensi merugikan. Namun, 

penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sanksi tidak selalu signifikan apabila 

wajib pajak merasa kemungkinan diperiksa rendah atau tidak memahami detail 

sanksi tersebut. Oleh karena itu, efektivitas sanksi sangat bergantung pada 

pemahaman wajib pajak serta konsistensi otoritas dalam penegakan aturan. 

(Ningsih & Wulandari, 2020) 

Studi empiris menunjukkan hasil beragam mengenai peran sanksi dalam 

meningkatkan kepatuhan. Penelitian Rexy Anugerah Pratama & Mulyani (2019) 
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menemukan bahwa sanksi yang tegas dan dipahami wajib pajak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan UMKM. Sebaliknya, penelitian Widyanti et al. (2021) 

menunjukkan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan karena sebagian besar 

pelaku UMKM tidak benar‐benar memahami mekanisme maupun besarnya 

sanksi yang dikenakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemberlakuan sanksi 

saja tidak cukup; diperlukan edukasi yang memadai agar sanksi berfungsi sesuai 

tujuan. 

Secara keseluruhan, sanksi perpajakan memiliki peran penting sebagai alat 

kontrol dalam sistem perpajakan, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh 

pemahaman wajib pajak, penegakan hukum yang konsisten, serta persepsi risiko. 

Sanksi yang jelas, mudah dipahami, dan ditegakkan secara adil mampu 

mendorong kepatuhan. Sebaliknya, jika wajib pajak menganggap penegakan 

sanksi lemah atau tidak relevan, maka keberadaan sanksi tidak banyak 

mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka. 

2.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)   

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah wajib memiliki perizinan berusaha, 

menurut PP No 7 Tahun 2021, Pasal 37. Saat menyusun strategi pendirian dan 

pengembangan bisnis pertama, sangat penting untuk memahami cara memilih 

badan usaha.  Harta kekayaan perusahaan yang berbentuk badan hukum berbeda 

dari harta kekayaan pribadi atau pengurusnya. Sebaliknya, harta kekayaan badan 

usaha yang berbentuk persekutuan perdata adalah subjek hukum orang yang 

menjadi pengurusnya.  Harta pibadi pengurus dan kekayaan perusahaan. Berikut 

klasifikasi UMKM menurut Peraturan Pemerintah No.7  Tahun 2021 :   
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a. Usaha Mikro   

Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki 

perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha yang 

merupakan kriteria dari usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih 

bisa mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat 

usaha nya. Usaha mikro juga dapat menjual paling banyak Rp 300.000.000,- 

setiap tahun. 

b. Usaha Kecil   

Merupakan usaha ekonomi produktif yang independen baik yang dimiliki 

oleh perusahanan perorangan atau kelompok dan bukan sebagai cabang dari 

badan usaha perusahaan utama. Dimiliki, dikuasai, dan merupakan bagian 

langsung dan tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang memenuhi kriteria 

usaha kecil adalah “usaha dengan kekayaan bersih minimal Rp 50.000.000,- dan 

kebutuhan maksimum Rp 500.000.000,- dan hasil penjualan tahunan antara Rp 

300.000.000,- hingga paling banyak Rp 2,5.000.000.000”. 

c. Usaha Menengah   

Dalam ekonomi produktif, usaha menengah tidak termasuk cabang atau 

anak usaha dari perusahaan pusat dan termasuk usaha kecil atau usaha besar 

secara langsung atau tak langsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Usaha besar biasanya dianggap sebagai usaha menengah jika “kekayaan bersih 

pemiliknya lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Mereka juga memiliki penjualan 

tahunan antara Rp25.000.000.000,- hingga Rp50.000.000.000”. 
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2.7 Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui sejauh mana seorang wajib 

pajak, baik individu maupun badan usaha, melakukan kewajiban pajak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini termasuk pelaporan pajak yang 

tepat waktu, pembayaran pajak yang sesuai, dan pemenuhan kewajiban 

administrasi perpajakan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi 

kelancaran sistem perpajakan dan perekonomian negara. (Lestari & Santoso, 

2021) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kepatuhan berarti 

patuh atau tunduk pada aturan atau ajaran yang berlaku”.  Keputusan Menteri 

Keuangan No.235/KMK.03/2003 tentang kriteria wajib pajak yang 

diperbolehkan melakukan pengembalian jika kelebihan bayar, seperti yang sudah 

diubah oleh keputusan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, menetapkan 

standar untuk wajib pajak yang patuh, sebagai berikut:  

1. Dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir harus dilakukan tepat 

waktu   

2. Dalam penyampaian SPT tersebut tidak boleh memiliki waktu terlambat 

lebih dari 3 tahun waktu pajak di setiap jenis pajak dan tidak diperbolehkan 

berurutan  

3. Jika SPT yang disampaikan telah melewati waktu yang telah ditetapkan  

waktu penyampaian SPT maka di di waktu berikutnya tidak diperbolehkan 

terlambar 

4. Tidak ada nya tunggakan pajak dari wajib pajak yang memiliki sangkutan.  
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Peraturan perpajakan yang mengatur kewajiban pajak bagi Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang 

Pajak Penghasilan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak 

dengan peredaran bruto tertentu, termasuk pelaku UMKM dengan omzet tidak 

melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 

Final dengan tarif sebesar 0,5 persen dari omzet bruto. (Santika, Direktorat 

Jendral Pajak, 2025) 

Ketentuan mengenai pengenaan PPh Final 0,5 persen tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pelaku 

UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena penghitungan pajak 

dilakukan berdasarkan omzet tanpa memperhitungkan laba bersih usaha. 

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM 

melalui sistem perpajakan yang lebih mudah dipahami dan dijalankan. 

Dalam realisasinya, penerapan peraturan perpajakan UMKM ini 

memberikan dampak langsung terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan 

oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang memiliki omzet sebesar 

Rp300.000.000 dalam satu tahun pajak dikenakan PPh Final sebesar 

Rp1.500.000, yang dihitung dari 0,5 persen dikalikan dengan total omzet usaha. 

Mekanisme ini dinilai lebih sederhana dibandingkan dengan sistem pajak umum 

karena tidak memerlukan pembukuan laba rugi yang kompleks. 
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Ketentuan pajak UMKM yang sederhana ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, karena pajak tetap dikenakan atas 

omset meskipun keuntungan usaha relatif kecil, pemahaman yang baik mengenai 

ketentuan ini menjadi penting agar pelaku UMKM dapat melaksanakan 

kewajiban perpajakan secara tepat dan konsisten. 

2.8 Pajak Dalam Pandangan Islam   

Pajak dalam Islam merupakan hal wajib yang diberikan oleh pribadi 

ataupun badan usaha kepada negara untuk mendukung kegiatan pemerintah yang 

bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan 

layanan publik lainnya. Pajak memiliki landasan dalam ajaran Islam karena 

melibatkan keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam membantu 

kesejahteraan umat. 

Islam mengajarkan bahwa kewajiban membayar pajak atau memberikan 

kontribusi kepada negara adalah bagian dari tanggung jawab sosial untuk 

membangun kesejahteraan umat. Pajak dalam Islam tidak hanya sebatas zakat, 

tetapi juga kewajiban untuk mendukung keadilan sosial dan pembangunan negara. 

(Al-Qur'an, Surat At-Taubah: 60) 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

قَابِ  دقَٰتُ لِلْفقَُرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُْبهُُمْ وَفِى الر ِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبيِْلِ اٰللِّ انَِّمَا الصَّ  

نَ اٰللِّ ِۗوَاٰللُّ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ    وَابْنِ السَّبيِْلِِۗ فَرِيْضَةً م ِ

"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, 

mu'allaf, untuk hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk 
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ibnu sabil. Itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana." At-Taubah [9]:60 

Ayat ini mengajarkan tentang zakat sebagai kewajiban yang dikenakan 

kepada orang yang memiliki kemampuan, dan zakat merupakan salah satu bentuk 

perpajakan yang wajib dibayar oleh umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab 

sosial dan solidaritas terhadap mereka yang membutuhkan. 

Zakat adalah salah satu bentuk utama dari kewajiban finansial dalam 

Islam. Zakat harus wajib dibayar oleh orang-orang yang memiliki harta lebih dari 

batas tertentu (nishab). Zakat memiliki fungsi yang mirip dengan pajak, karena 

digunakan untuk kesejahteraan sosial umat Islam. Zakat merupakan kewajiban 

yang lebih bersifat kepadal hal sosial, yang bertujuan untuk mendistribusikan 

kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. 

(Al-Qur'an, Surat At-Taubah: 103)   

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

يْهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَليَْهِمِْۗ اِنَّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُمِْۗ وَاٰللُّ  رُهُمْ وَتزَُك ِ    سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ خُذْ مِنْ امَْوَالِهِمْ صَدقَةًَ تطَُه ِ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan 

mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman 

bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah 

[9]:103) 

Zakat mengajarkan agar orang yang lebih mampu memberikan sebagian 

hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, yang dalam hal ini 

bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mengurangi kemiskinan. 
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Prinsip zakat ini berfungsi seperti pajak sosial yang menciptakan pemerataan 

ekonomi. 

Islam mengajarkan bahwa membayar pajak adalah bagian dari kewajiban 

untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikenakan oleh 

pemerintah digunakan untuk menyediakan layanan publik, seperti infrastruktur, 

pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks negara Islam, pajak yang dibayarkan 

akan dipergunakan untuk kepentingan umat, bukanlah untuk kepentingan pribadi 

penguasa. 

"Sesungguhnya pemimpin kalian adalah pengurus urusan umat kalian. 

Dan setiap pengurus urusan umat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa 

yang diurusnya." (Hadis Sahih Muslim No. 1842) 

Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin atau pemerintah yang adil akan 

dimintai pertanggungjawaban tentang cara mengelola dana yang diterima, 

termasuk pajak, untuk kepentingan umat. Pajak bukan hanya beban, tetapi harus 

digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. 

Dalam Islam, pajak berfungsi sebagai kewajiban sosial yang ditujukan 

untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan kekayaan. Islam mengajarkan 

tentang prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, yang memastikan bahwa setiap 

individu memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan mereka. Zakat 

sebagai bentuk utama kewajiban finansial dalam Islam memiliki tujuan yang sama 

juga dengan pajak. Oleh karena itu, pajak dalam Islam bukan hanya kewajiban 

finansial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial yang mendalam.      
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2.9 Penelitian Terdahulu   

Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama peneliti Judul penelitian Metode 

penelitian 

Hasil penelitian 

1 

 

Feri Alvoncius 

R.P dan Ajeng 

Andriani 

Hapsari (2022) 

Efektivitas 

Digitalisasi 

Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Pratama 

Kuala Tungkal 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan survei 

kuesioner 

kepada wajib 

pajak; 

menggunakan 

teknik 

sampling 

purposive; data 

dianalisis 

menggunakan 

regresi linear  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

digitalisasi layanan 

perpajakan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Kuala 

Tungkal. Semakin 

efektif penggunaan 

layanan digital 

tersebut, semakin 

tinggi pula tingkat 

kepatuhan wajib 

pajak. 
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2 Fauziah 

Asyhari,Titik 

Aryati (2023) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan, Sanksi 

Perpajakan, 

Penurunan Tarif, 

Kondisi Keuangan, 

Kualitas Pelayanan 

Petugas Pajak 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Umkm 

Di Jakarta   

 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

kuesioner skala 

Likert; 

responden 

UMKM dipilih 

secara 

purposive; 

analisis 

menggunakan 

regresi linear 

berganda 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

variabel pengetahuan 

perpajakan, sanksi 

perpajakan, penurunan 

tarif, kondisi 

keuangan, kualitas 

pelayanan petugas 

pajak memiliki 

pengaruh positif dan 

penting pada 

kepatuhan wajib 

pajak.  

3 Ni Putu Yeni 

Yustika Dewi, 

Anik Yuesti, 

Desak Ayu 

Sriary 

Bhegawati 

(2022) 

Pengaruh Biaya 

Kepatuhan Pajak, 

Tingkat Penghasilan  

Wajib Pajak, 

Pengetahuan 

Peraturan 

Perpajakan,  

Sosialisasi Pajak Dan 

Sistem Administrasi 

Perpajakan  

Menggunakan 

metode survei 

kuantitatif; 

instrumen 

berupa 

kuesioner 

berbasis 

Likert;sampel 

diambil dengan 

purposive 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel X 

berpengaruh positif 

terhadap Y. Kecuali, 

variable pengetahuan 

perpajakan tidak 

memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak 

pribadi . Oleh karena 
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Modern Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM Di 

Kantor  

Pelayanan Pajak 

Pratama Denpasar 

Timur 

sampling; 

analisis 

menggunakan 

regresi 

berganda 

itu, penelitian lebih 

lanjut dapat 

menggunakan variabel 

lain yang secara 

teoritis memengaruhi 

kepatuhan wajib 

pajak, seperti tingkat 

pemahaman tentang 

perpajakan. 

4 Rexy Anugerah 

Pratama & Erly 

Mulyani, 2019) 

 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Petugas 

Pajak, Sanksi  

Perpajakan, Dan 

Biaya Kepatuhan 

Pajak Terhadap  

Kepatuhan Wajib 

Pajak Umkm Di Kota 

Padang  

 

Penelitian 

kuantitatif 

survei;data 

dikumpulkan 

memakai 

kuesioner; 

populasi 

UMKM di 

Padang;analisis 

menggunakan 

regresi 

berganda 

Hasil penelitian, yang 

didasarkan pada 

teknik regresi 

berganda, 

menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan dan 

sanksi perpajakan 

berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM.  
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5 Muarif Leo, 

Irmawati 

Alimuddin 

(2023) 

Pengaruh Digitalisasi 

Pembayaran Pajak, 

Tarif Pajak  

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak   

Pelaku UMKM Kota 

Baubau  

Penelitian 

kuantitatif; data 

primer 

dikumpulkan 

lewat kuesioner 

online; sampel 

UMKM dipilih 

secara 

purposive; 

analisis dengan 

regresi linear 

sederhana dan 

berganda. 

Hasil dari hipotesis 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

digitalisasi memiliki 

dampak positif 

terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak 

pelaku UMKM; 

namun, tarif pajak 

tidak mempunyai 

dampak yang tepat 

terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak 

pelaku UMKM. 

6 Yeni Widyanti 

,Deni Erlansyah, 

Sesti Dewi 

Redica Butar 

Butar, Yurika 

Narulita 

Maulidya (2021) 

Pengaruh Tingkat 

Pemahaman, Sanksi, 

Kesadaran Wajib 

Pajak, dan Sosialisasi 

Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Menggunakan 

penelitian 

kuantitatif; 

instrumen: 

kuesioner 

digital; 

responden: 

pedagang e-

commerce; 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sosialisasi perpajakan 

memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak 

pedagang e-commerce 

secara signifikan; 

sebaliknya, tingkat 

pemahaman pedagang 
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analisis: regresi 

linear berganda 

tentang perpajakan, 

sanksi perpajakan, dan 

kesadaran wajib pajak 

tidak memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak 

mereka secara parsial. 

7 Meidiyustiani, 

Qodariah, & 

Sari (2022) 

Pengaruh 

Pemahaman Wajib 

Pajak, Pelayanan 

Petugas Pajak, 

Kesadaran Wajib 

Pajak, dan Tingkat 

Pendidikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Penelitian 

kuantitatif; data 

diperoleh 

melalui 

kuesioner; 

teknik 

sampling 

purposive; 

analisis 

menggunakan 

regresi 

berganda 

Pemahaman wajib 

pajak, pelayanan 

petugas pajak, dan 

tingkat pendidikan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM; kesadaran 

wajib pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

8 Anindita Rizki 

Hapsari,Rizka 

Ramayanti 

(2022) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Perpajakan, 

Ketegasan Sanksi 

Pajak, Dan 

Metode 

kuantitatif 

PLS-SEM: 

SmartPLS; 

sampel 

Pengetahuan 

perpajakan dan 

ketegasan sanksi pajak 

terbukti berpengaruh 

positif serta signifikan 



37 

 

 

Kesadaran Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM  

UMKM e-

commerce 

pengguna 

Gojek; 

pengumpulan 

data:kuesioner 

Google Form; 

analisis 

meliputi outer 

model, inner 

model dan uji 

hipotesis 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM. 

Sebaliknya, kesadaran 

wajib pajak tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan 

9 Florensia, 

Darmawati, & 

Sudaryono 

(2023) 

Pengaruh 

Pemahaman dan 

Pengetahuan Pajak 

terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM 

Penelitian 

kuantitatif; 

data: kuesioner 

skala Likert; 

sampel 

UMKM:purpos

ively; analisis 

menggunakan 

regresi 

berganda. 

Pemahaman dan 

pengetahuan pajak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 
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10 Nurfadillah, Asri 

Ady Bakri, 

Muhammad 

Syafi’i A. 

Basalamah, 

(2023) 

Pengaruh 

Pengetahuan Pajak, 

Tarif Pajak, dan 

Kepercayaan pada 

Pemerintah terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan survei; 

responden 

UMKM dipilih 

purposively; 

analisis regresi 

linear berganda 

Pengetahuan pajak 

tidak berpengaruh 

signifikan; tarif pajak 

dan kepercayaan pada 

pemerintah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

2.10 Kerangka Pemikiran    

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman 

pajak (X1), omset penghasilan (X2), digitalisasi layanan perpajakan (X3), dan 

sanksi perpajakan (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Urutan 

variabel independen disusun berdasarkan logika teoritis yang menggambarkan 

proses terbentuknya perilaku kepatuhan pajak. Dimulai dari faktor internal dalam 

diri wajib pajak, kemudian faktor ekonomi dan kemudahan sistem, hingga faktor 

eksternal berupa penegakan hukum. 

a. Tingkat pemahaman pajak (X1) mencerminkan sejauh mana wajib pajak 

memahami aturan dan kewajiban perpajakan, yang menjadi dasar utama 

terbentuknya kesadaran untuk patuh. 

b. Omset penghasilan (X2) menggambarkan kemampuan ekonomi wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di mana semakin besar 

omset maka semakin tinggi potensi pajak terutang. 



39 

 

 

c. Digitalisasi layanan perpajakan (X3) menunjukkan dukungan sistem dan 

teknologi yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

d. Sanksi perpajakan (X4) menjadi faktor terakhir yang berperan sebagai 

dorongan eksternal atau efek jera bagi wajib pajak agar lebih disiplin 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Keempat faktor tersebut diharapkan bersama-sama memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak UMKM (Y). Secara visual, hubungan antarvariabel 

tersebut dapat digambarkan dalam model berikut: 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.11 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.11.1  Pengaruh  Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM   

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman 

wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan, maka semakin besar 

kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang 
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baik memungkinkan wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, 

memahami cara menghitung, melapor, dan membayar pajak dengan benar, serta 

menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi. Faktor-faktor seperti 

pendidikan, pengalaman, dan sosialisasi pajak dari pemerintah turut 

meningkatkan tingkat pemahaman tersebut. 

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), tingkat pemahaman 

pajak berperan dalam membentuk dua komponen utama, yaitu sikap terhadap 

perilaku dan persepsi kontrol perilaku. Pemahaman yang baik akan membentuk 

sikap positif terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak menyadari manfaat 

perilaku patuh seperti menghindari sanksi dan menjaga reputasi usaha. Selain itu, 

pemahaman yang memadai juga meningkatkan persepsi kendali perilaku, karena 

wajib pajak merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan 

benar dan mudah. Ketika sikap positif dan persepsi kemampuan meningkat, niat 

untuk berperilaku patuh juga menjadi lebih kuat (Ajzen, 1991). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri Pinasti dan Nyimas 

Wardatul Afiqoh (2023) hasil penelitian nya mengatakan tingkat pemahaman 

pajak UMKM memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Putri 

Pinasti, 2023), Sedangkan penelitian Yeni Widyanti, dkk (2021) menghasilkan 

bahwa Tingkat pemahaman pajak UMKM tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM (Yeni Widyanti et al., 2021) 

H1: Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM. 
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2.11.2 Pengaruh Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Hipotesis ini berasumsi bahwa semakin besar omset penghasilan yang 

diperoleh wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi kemungkinan mereka untuk 

mematuhi kewajiban perpajakan. Omset yang tinggi biasanya disertai dengan 

kapasitas keuangan dan sumber daya yang lebih baik, seperti kemampuan untuk 

menggunakan jasa konsultan pajak atau memanfaatkan sistem digital perpajakan. 

Sebaliknya, wajib pajak dengan omset kecil sering kali mengalami keterbatasan 

dalam memahami dan mengelola kewajiban pajaknya. 

Dalam pandangan Theory of Planned Behavior, omset penghasilan dapat 

memengaruhi sikap dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Wajib pajak dengan 

omset besar cenderung memiliki pandangan positif terhadap kepatuhan pajak 

karena merasa lebih mampu menanggung beban pajak dan menganggap kepatuhan 

sebagai langkah aman untuk menjaga kelangsungan usaha. Persepsi kemampuan 

yang tinggi tersebut akan meningkatkan niat untuk patuh terhadap kewajiban 

perpajakan (Ajzen, 2005). 

Menurut penelitian Tri Mustikasari (2020) omset penghasilan memiliki 

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Tri Mustikasari, 2020), 

sedangkan berbeda dengan penelitian Afrizal Eko Anggriawan (2020) bahwa omset 

penghasilan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Afriko 

Eko Anggriawan, 2020). 

H2: Omset Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
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2.11.3 Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM 

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa semakin optimal penerapan digitalisasi 

layanan pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Digitalisasi mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan, mengurangi 

hambatan administratif, dan mempercepat pelaporan serta pembayaran pajak. 

Melalui platform seperti e-Filing, e-Billing, dan DJP Online, wajib pajak dapat 

melakukan kewajibannya dengan lebih praktis, efisien, dan transparan. 

Dalam Theory of Planned Behavior, digitalisasi layanan pajak berhubungan 

dengan persepsi kontrol perilaku dan norma subjektif. Digitalisasi meningkatkan 

persepsi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak, sehingga wajib pajak 

merasa mampu untuk patuh. Selain itu, penggunaan sistem digital secara luas juga 

menimbulkan tekanan sosial (norma subjektif) di mana pelaporan pajak secara 

daring dianggap sebagai hal yang umum dan diharapkan dilakukan oleh semua 

wajib pajak (Ajzen, 1991). Melalui sistem digital, wajib pajak UMKM dapat 

dengan mudah melakukan administrasi seperti pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, 

hingga pembayaran pajak secara daring.(Hidayat & Nugraha, 2019) 

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ada, seperti kurangnya 

pemahaman teknis mengenai penggunaan platform digital, terbatasnya 

infrastruktur teknologi di beberapa daerah, dan masalah akses internet yang tidak 

merata. Menurut penelitian Riza Fitria,dkk (2022) bahwa digitalisasi pelayanan 

pajak tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaka UMKM (Riza Fitria 

et al., 2022). Sedangkan menurut Elma Liyanty Putri dan Anik Yuliati (2024) 



43 

 

 

menunjukan hasil penelitian digitalisasi pajak tersebut memiliki hasil tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Elma Liyanty Putri & Anik 

Yuliati, 2024). 

H3: Digitalisasi Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

2.11.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Hipotesis ini berasumsi bahwa keberadaan sanksi perpajakan yang tegas dan 

diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Sanksi berfungsi sebagai alat pengendalian agar wajib pajak melaksanakan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan. Ketika sanksi dianggap serius dan 

menimbulkan konsekuensi nyata, wajib pajak akan berusaha menghindari 

pelanggaran untuk mencegah kerugian finansial maupun hukum. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, sanksi perpajakan memengaruhi 

sikap dan norma subjektif wajib pajak. Adanya sanksi membentuk sikap positif 

terhadap kepatuhan karena wajib pajak menilai bahwa perilaku patuh membawa 

hasil yang lebih baik dibandingkan melanggar aturan. Selain itu, sanksi juga 

memperkuat norma sosial bahwa ketidakpatuhan merupakan perilaku yang tidak 

dapat diterima dalam masyarakat (Ajzen, 1991). Kedua hal ini meningkatkan niat 

wajib pajak untuk berperilaku patuh. 

Penelitian oleh Rexy Anugerah Pratama dan Erly Mulyani (2019) 

menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM(Rexy Anugerah Pratama & Erly Mulyani, 2019). Demikian 
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juga dengan hasil penelitian Fauziah Asyhari dan Titik Aryati (2023), yang 

menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh penting terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM.(Fauziah Asyhari, 2023) 

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN     

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan explanatory research. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mengukur serta menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, 

yaitu tingkat pemahaman pajak, omset penghasilan, digitalisasi layanan 

perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Penelitian ini akan memanfaatkan data berbentuk numerik yang dikumpulkan 

melalui metode survei menggunakan kuesioner.(M. Sugiyono, 2018) 

3.2 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1  Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang 

memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran untuk ditarik kesimpulan 

penelitian. Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah “wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian ditarik 

kesimpulannya.”(P. Sugiyono, 2019) 

Dalam penelitian ini, populasi didefinisikan sebagai seluruh pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tercatat sebagai wajib pajak aktif 

dan berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Penetapan 

populasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hanya UMKM yang 
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berstatus aktif sebagai wajib pajak yang relevan untuk diteliti dalam konteks 

kepatuhan perpajakan. 

Berdasarkan data administratif yang tersedia pada KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan, jumlah UMKM yang memenuhi kriteria tersebut adalah 

3.826 pelaku usaha. Angka ini menjadi dasar populasi karena menggambarkan 

wajib pajak UMKM yang benar-benar teridentifikasi dan menjalankan kewajiban 

perpajakan secara aktif.  

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik 

sesuai dengan objek penelitian dan dapat mewakili populasi secara memadai. 

Sampel dipilih karena peneliti tidak harus meneliti seluruh anggota populasi, 

melainkan hanya sebagian yang dianggap mampu menggambarkan kondisi 

populasi (Chandrarin, 2017). Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 3.826 

pelaku UMKM, sehingga tidak memungkinkan dilakukan penelitian secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penentuan ukuran sampel menggunakan 

rumus Slovin. 

Rumus Slovin digunakan karena jumlah populasi diketahui dan distribusi 

karakteristik populasi tidak dapat dijelaskan secara rinci. Rumus ini umum 

digunakan dalam penelitian sosial dengan populasi besar untuk menentukan 

jumlah sampel minimum berdasarkan batas toleransi kesalahan tertentu 

(Sugiyono, 2019). Dengan tingkat kesalahan 10%, perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 ⋅ 𝑒2
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𝑛 =
3.826 

1 + 3.826 ⋅ (10%)2
 

𝑛 =
3.826 

1 + 3.826 ⋅ (0,01)
 

𝑛 =
3.826

39,26
 = 

= 97,48  (dibulatkan menjadi 100) 

Hasil perhitungan tersebut dibulatkan menjadi 100 responden untuk 

mempermudah proses penelitian serta meningkatkan stabilitas hasil analisis 

statistik. Pemilihan jumlah ini juga memperkuat representasi data dalam analisis 

regresi linear yang membutuhkan ukuran sampel memadai.(P. Sugiyono, 2022). 

3.2.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik ini didasarkan pada 

karakteristik penelitian yang tidak memiliki sampling frame populasi UMKM 

yang lengkap dan dapat diakses secara menyeluruh, sehingga probability 

sampling tidak dapat diterapkan. 

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM 

yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan di wilayah kerja 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan, memiliki kewajiban perpajakan yang aktif, 

serta pernah atau sedang melaksanakan kewajiban pelaporan dan/atau 

pembayaran pajak. Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan data dilakukan 

dengan mempertimbangkan kemudahan akses responden (convenience), 

khususnya pada wilayah yang berada dalam cakupan kerja KPP Pratama 
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Pekanbaru Tampan, guna memudahkan peneliti menjangkau responden yang 

memenuhi kriteria purposive secara efektif dan efisien 

3.3 Metode Pengumpulan Data   

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder: 

1. Data Primer  

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran 

kuesioner kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

menjadi wajib pajak orang pribadi non-karyawan di wilayah kerja KPP Pratama 

Pekanbaru Tampan. Kuesioner juga disebarkan secara langsung kepada 

responden UMKM yang ada di wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan sumber 

resmi seperti KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yang menyediakan jumlah wajib 

pajak UMKM sebagai dasar penentuan populasi dan perhitungan jumlah sampel 

penelitian. Dengan metode ini, penelitian tetap berfokus pada wajib pajak di 

bawah pengawasan KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sekaligus memastikan 

responden yang dipilih benar-benar pelaku UMKM yang beroperasi di wilayah 

tersebut. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kuesioner 

terstruktur, yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel 
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penelitian. Penyusunan instrumen didasarkan pada kajian literatur, teori-teori 

perpajakan, serta referensi dari penelitian terdahulu yang relevan. 

Berikut rincian indikator untuk masing-masing variabel: 

1. Tingkat Pemahaman Pajak (X1) 

a. Pemahaman terhadap kewajiban dan prosedur pelaporan pajak 

b. Pengetahuan tentang tarif dan ketentuan pajak UMKM 

c. Pemahaman terhadap batas waktu, sanksi, dan regulasi perpajakan 

d. Kemampuan menggunakan aplikasi/perangkat perpajakan online 

2. Omset Penghasilan (X2) 

a. Ketepatan dan kejujuran dalam pencatatan serta pelaporan omset 

b. Pemahaman bahwa besarnya omset mempengaruhi kewajiban pajak  

c. Pengetahuan mengenai batasan omset yang dikenakan tarif PPh Final 

3.  Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3) 

a. Pemanfaatan layanan digital (DJP Online, e-Billing, e-Filing) 

b. Persepsi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan digital 

c. Tingkat kepercayaan terhadap transparansi layanan pajak online 

4. Sanksi Perpajakan (X4) 

a. Pengetahuan tentang bentuk dan jenis sanksi perpajakan 

b. Persepsi terhadap ketegasan dan efektivitas sanksi 

c. Pemahaman terhadap konsekuensi hukum pelanggaran pajak 

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

a. Ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak 

b. Kepatuhan terhadap penggunaan NPWP dan peraturan perpajakan 
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c. Kejujuran dalam menghitung dan melaporkan pajak 

d. Kemauan patuh untuk menghindari sanksi 

Setiap indikator akan diukur melalui beberapa pernyataan dalam 

kuesioner, dan dinilai menggunakan skala Likert 1–5 sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen, uji coba 

kuesioner akan dilakukan terlebih dahulu kepada sejumlah responden di luar 

sampel penelitian utama. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan 

Wajib Pajak, dan empat variabel independen (X), yaitu Tingkat Pemahaman Pajak 

(X1), Omset Penghasilan (X2), Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3), dan Sanksi 

Perpajakan (X4). Masing-masing variabel dijabarkan ke dalam indikator-

indikator yang dapat diukur secara kuantitatif melalui instrumen kuesioner. 

1. Tingkat Pemahaman Pajak (X1) 

Tingkat pemahaman pajak didefinisikan sebagai sejauh mana wajib pajak 

mengetahui hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan yang berlaku. Variabel ini 

diukur melalui dimensi pengetahuan tentang ketentuan umum perpajakan, 

kewajiban pelaporan, serta pemahaman tentang tarif dan perhitungan pajak. 

Menurut Nur Pratiwi & Nasution (2021), pemahaman pajak yang baik 

berkorelasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Pratiwi, N., & Nasution, 

2021) 
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Indikator yang digunakan meliputi: 

a. Pemahaman terhadap kewajiban dan prosedur pelaporan pajak 

b. Pengetahuan tentang tarif dan ketentuan pajak UMKM 

c. Pemahaman terhadap batas waktu, sanksi, dan regulasi perpajakan 

d. Kemampuan menggunakan aplikasi/perangkat perpajakan online 

2. Omset Penghasilan (X2)  

Omset penghasilan merujuk pada total pendapatan yang diperoleh wajib 

pajak dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam periode tertentu. Variabel 

ini digunakan untuk menilai keterkaitan antara skala usaha dengan kepatuhan 

terhadap pelaporan pajak. 

Menurut Ginting & Yunita (2023), besarnya omset memiliki pengaruh 

terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. (Ginting, H., & Yunita, 2023) 

Indikator yang digunakan: 

a. Ketepatan dan kejujuran dalam pencatatan serta pelaporan omset 

b. Pemahaman bahwa besarnya omset mempengaruhi kewajiban pajak 

c. Pengetahuan mengenai batasan omset yang dikenakan tarif PPh Final 

3. Digitalisasi Layanan Perpajakan (X3) 

Digitalisasi layanan perpajakan mengacu pada penggunaan teknologi 

informasi seperti DJP Online, e-Filing, e-Billing, dan e-Form dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan studi oleh Rosyada & Nuraini (2022), kemudahan layanan 

digital meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam pelaporan pajak serta 

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.(Rosyada, N. & Nuraini, 2022) 
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Indikator yang digunakan: 

a. Pemanfaatan layanan digital (DJP Online, e-Billing, e-Filing) 

b. Persepsi terhadap kemudahan dan kecepatan layanan digital 

c. Tingkat kepercayaan terhadap transparansi layanan pajak online 

4. Sanksi Perpajakan (X4) 

Sanksi perpajakan didefinisikan sebagai upaya penegakan hukum berupa 

sanksi administratif atau pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang 

melanggar ketentuan. Sanksi dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh 

sebagai bentuk deterrent effect. 

Menurut Ningsih & Wulandari (2020), persepsi terhadap sanksi yang tegas 

dan adil akan meningkatkan kepatuhan secara signifikan. (Ningsih, L., & 

Wulandari, 2020) 

Indikator yang digunakan: 

a. Pengetahuan tentang bentuk dan jenis sanksi perpajakan 

b. Persepsi terhadap ketegasan dan efektivitas sanksi 

c. Pemahaman terhadap konsekuensi hukum pelanggaran pajak 

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan perilaku dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan sesuai peraturan, baik secara sukarela maupun karena 

dorongan dari otoritas pajak. 
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Menurut Setyawan & Fitriani (2023), kepatuhan terdiri dari kepatuhan 

formal (melaporkan dan membayar tepat waktu) dan kepatuhan material (sesuai 

dengan jumlah dan waktu yang benar). (Setyawan, A., & Fitriani, 2023) 

Indikator yang digunakan: 

a. Ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak 

b. Kepatuhan terhadap penggunaan NPWP dan peraturan perpajakan 

c. Kejujuran dalam menghitung dan melaporkan pajak 

d. Kemauan patuh untuk menghindari sanksi 

Tabel 3. 1  

Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Dimensi/Indikator Skala Sumber 

1 Tingkat 

Pemahaman 

Pajak (X1) 

a. Pemahaman kewajiban SPT 

b. Pengetahuan tarif/jenis 

pajak 

c. Hak & kewajiban WP 

d. Pemahaman prosedur 

aplikasi pajak 

Likert 

1–5 

Pratiwi & 

Nasution 

(2021) 

2 Omset 

Penghasilan 

(X2) 

a. Rata-rata penghasilan usaha 

b. Pencatatan transaksi 

c. Kesadaran pelaporan omset 

sesuai realita 

Likert 

1–5 

Ginting & 

Yunita 

(2023) 

3 Digitalisasi 

Layanan 

Pajak (X3) 

a. Penggunaan DJP Online 

b. Kemudahan akses layanan 

digital 

c. Akses informasi melalui 

sistem 

Likert 

1–5 

Rosyada 

& Nuraini 

(2022) 
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4 Sanksi 

Perpajakan 

(X4) 

a. Pengetahuan tentang sanksi 

pajak 

b. Efek jera sanksi 

c. Pengalaman pribadi atau 

sosial terkait sanksi 

Likert 

1–5 

Ningsih & 

Wulandari 

(2020) 

5 Kepatuhan 

Wajib 

Pajak (Y) 

a. Pelaporan SPT tepat waktu 

b. Pembayaran sesuai 

ketentuan 

c. Kemauan patuh tanpa 

tekanan eksternal 

Likert 

1–5 

Setyawan 

& Fitriani 

(2023) 

Catatan penjelasan : 

a. Skala pengukuran: menggunakan skala Likert 1–5, di mana 1 = Sangat 

Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju. 

b. Instrumen: Pernyataan-pernyataan dari setiap indikator akan dituangkan 

ke dalam item-item kuesioner yang disusun secara tertutup. 

c. Validitas dan reliabilitas instrumen akan diuji terlebih dahulu melalui uji 

coba (try out) dengan responden di luar sampel penelitian utama. 

3.6 Metode Analisis Data  

Peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

dari responden, yang berfungsi sebagai instrumen penelitian. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok 

terhadap suatu fenomena sosial. Persepsi dapat dinilai melalui instrumen tertutup 

maupun terbuka. Menurut Seran (2020), setiap pertanyaan diberi skor mulai dari 

respons paling positif hingga yang paling negatif. 

Dalam analisis kuantitatif, jawaban dapat diberikan skor sebagai berikut:  
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Tabel 3. 2  

Skor pada Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Positif(+) Negatif(-) 

Sangat  Tidak Setuju (STS) 1 5 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Netral (N) 3 3 

Setuju (S) 4 2 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

3.7 Teknik Analisis Data  

3.7.1 Pengolahan Data Awal 

Setelah semua data kuesioner terkumpul, langkah pertama nya adalah 

memastikan bahwa data nya lengkap, setelah itu coding atau pemberian nilai pada 

jawaban kuesioner menurut skala Likert (1–5). Selanjutnya, data yang telah 

dimasukkan dimasukkan ke dalam program statistik SPSS untuk dianalisis. 

3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

a.  Uji Validitas   

Uji validitas, menurut (Sugiyono, 2020:179).Uji validitas merupakan 

proses untuk mengevaluasi seberapa baik alat penelitian, seperti tes ataupun 

kuesioner, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas membuktikan 

tingkat akurasi dari suatu instrumen dalam menghasilkan data yang relevan 

terhadap variabel yang tengah dipelajari. Uji validitas ada untuk mengetahui 

validitas setiap butir instrument.  
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b. Uji Reabilitas Data   

Metode ini digunakan untuk menentukan apakah kapasitas instrumen 

penelitian untuk menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. 

realiabilitas menunjukkan tingkat ketepatan dan konsistensi dari hasil 

pengukuran, sehingga hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut dapat 

dianggap stabil jika diulang dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas 

dilaksanakan secara bersamaan untuk semua pernyataan. Percobaan reliabilitas 

dilakukan dengan pendekatan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  (Sugiyono,2020:185) 

1. Apabila nilai Cronbach’s Alpha (α) adalah melebihi 0,70, maka item-

item dalam kuesioner dinilai memilliki reliabilitas yang baik dan dapat 

dipercaya sebagai alat ukur. 

2. Sebaliknya, jika nilia Cronbach’s Alpha berada dibawah 0,70, maka 

item dalam kuisioner dianggap belum cukup andal atau kurang 

konsisten dalam mengukur variabel 

3. Jika nilai Cronbach’s alpha adalah < 0,70, maka klaim atau pertanyaan 

kuesioner dianggap tidak dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik   

a. Uji Normalitas Data  

Mencari tahu apakah data yang dikumpulkan untuk penelitian mempunyai 

distribusi normal merupakan langkah awal dalam uji normalitas data. Dengan 

ambang signifikansi 0,05, menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Data 

residu akan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 
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atau 5%, dan berdistribusi tidak akan normal jika nilai signifikansinya kurang dari 

0,05 atau 5%. Sebagai contoh, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk 

melakukan analisis statistik:  

1. Sebaran data yang tersisa akan dianggap tidak normal apabila nilai 

signifikan yang di dapat kurang dari 0,05.  

2. Oleh karena itu, sebaran data sisa akan dianggap normal apabila nilai 

signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05. 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut (Sugiyono,2020:180) uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mendeteksi apakah terdapat ketidakkonsistenan varians residual dalam model 

regresi. Jika varians residual antar pengamatan bersifat konstan, maka kondisi 

tersebut disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variansnya tidak konstan, 

maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang ideal adalah ketika residual 

memiliki varians yang seragam (homoskedastisitas), yang menunjukkan bahwa 

model bebas dari masalah heteroskedastisitas.Berikut ketentuan untuk menguji 

heteroskedastisitas, sebagai berikut:  

1. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka yang terjadi adalah 

heteroskedastisitas  

2. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka tidak akan terjadi 

heteroskedastisitas  

c. Uji Multikolonieritas   

Menurut Sugiyono (2020:28), uji Multikolinearitas digunakan untuk 

memastikan apakah variabel-variabel independen yang ada dalam suatu model 
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regresi mempunyai korelasi yang besar satu sama lain. Alasan di balik ini adalah 

itu multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi yang rendah dan standar 

kesalahan regresi yang tinggi, sehingga pengujian setiap variabel independen 

menjadi tidak relevan. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) dapat dimanfaatkan 

untuk menentukan apakah multikolinearitas terjadi atau tidak.  

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh empat variabel independen 

(X1, X2, X3,X4) secara simultan dan parsial terhadap variabel dependen (Y). 

Persamaan regresi: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Di mana: 

a.  Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

b. X1 = Tingkat Pemahaman Pajak 

c. X2 = Omset Penghasilan 

d. X3 = Digitalisasi Layanan Perpajakan 

e. X4 = Sanksi Perpajakan 

f. α = Intercept 

g. b1,b2,b3  = Koefisien regresi masing-masing variabel 

h. e = Error/residual 

3.7.5 Uji Hipotesis  

a.  Uji t (Parsial)  

Dalam analisis regresi, uji t digunakan sebagai metode statistik untuk 

menilai signifikansi pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, 
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dengan mempertimbangkan keberadaan variabel bebas lain dalam model. 

Tujuannya adalah untuk menentukan apakah setiap variabel bebas secara individual 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-

masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.  

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah: 

1. Jika nilai Sig. < 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai Sig. > 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan. 

Selain itu, dapat juga dilihat melalui perbandingan antara t hitung dan t 

tabel, di mana: 

a.  t hitung > t tabel → signifikan 

b. t hitung < t tabel → tidak signifikan 

Dengan dasar tersebut, hasil uji t pada nantinya digunakan untuk 

menyimpulkan apakah setiap hipotesis diterima atau ditolak. 

b. Uji Koefisien Determinan (R2)  

Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan 

variasi variabel dependen, dengan menggunakan uji koefisien determinan (R2) .  

Nilai dari koefisien determinasi adalah nol atau satu. Jika nilai (R2) semakin dekat 

dengan satu (1) menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir 

semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel independen. 
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Sebaliknya, nilai (R2) yang menurun ke arah nol (0) menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel dependen semakin lemah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1 Tingkat Pemahaman Pajak dan Omset Penghasilan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Artinya, wajib pajak 

yang memahami aturan pajak dengan baik serta memiliki omset yang lebih 

tinggi cenderung lebih patuh. Temuan ini selaras dengan Theory of Planned 

Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kemampuan 

individu dapat memperkuat sikap positif dan meningkatkan Persepsi 

Kendali Perilaku, sehingga mendorong munculnya niat untuk berperilaku 

patuh. 

2 Digitalisasi Layanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan 

bahwa layanan digital belum mampu meningkatkan kendali dan 

kenyamanan wajib pajak, sementara sanksi belum cukup membentuk 

dorongan atau niat untuk patuh. Dalam Theory of Planned Behavior, kedua 

faktor ini tidak berhasil memperkuat Persepsi Kendali Perilaku maupun 

Norma Subjektif, sehingga tidak berdampak pada kepatuhan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan 

kepatuhan wajib pajak UMKM lebih efektif dicapai melalui peningkatan 

pemahaman dan edukasi perpajakan serta pendampingan yang sesuai dengan 
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kondisi pelaku UMKM, dibandingkan hanya mengandalkan kebijakan digitalisasi 

atau penerapan sanksi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan 

pendampingan kepada wajib pajak UMKM, terutama dalam hal 

pemahaman perpajakan dan pemanfaatan layanan digital. Selain itu, DJP 

perlu menyesuaikan pendekatan edukasi agar lebih sederhana, interaktif, 

dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM. 

2. Bagi Pelaku Usaha UMKM 

Sebaiknya lebih aktif mencari informasi dan mengikuti kegiatan 

pelatihan atau penyuluhan perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP. 

Pemahaman yang baik akan membantu dalam mengelola kewajiban pajak 

secara mandiri dan menghindari risiko sanksi di kemudian hari. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel yang 

digunakan, terutama pada variabel yang dalam penelitian ini menunjukkan 

hasil tidak signifikan, yaitu digitalisasi layanan perpajakan dan sanksi 

perpajakan. Kedua variabel tersebut dapat diteliti kembali dengan 

menambah indikator yang lebih relevan, memperluas jumlah responden, 

atau menggunakan pendekatan berbeda agar hasilnya lebih mendalam. 



88 

 

 

Selain itu, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti 

kualitas pelayanan fiskus, motivasi wajib pajak, atau persepsi keadilan pajak 

untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, 

antara lain: 

1. Data yang digunakan hanya berasal dari responden pada satu wilayah KPP, 

sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pelaku 

UMKM di Indonesia. 

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner, 

sehingga hasilnya hanya menggambarkan persepsi responden tanpa 

menelusuri lebih dalam faktor-faktor psikologis di balik perilaku kepatuhan. 

3. Beberapa variabel seperti persepsi keadilan, motivasi pribadi, dan kualitas 

pelayanan fiskus belum dimasukkan dalam model penelitian, padahal 

faktor-faktor tersebut kemungkinan memiliki pengaruh penting terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

Dengan adanya keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat memperluas cakupan responden, menambahkan variabel lain yang relevan, 

serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar hasil yang 

diperoleh lebih mendalam dan representatif.  
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LAMPIRAN  2: Kuisioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

Judul Penelitian: 

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, OMSET 

PENGHASILAN, DIGITALISASI LAYANAN PAJAK, DAN SANKSI 

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM 

(Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Tampan) 

Dalam rangka memenuhi penelitian Tugas Akhir/ Skripsi peneliti ingin 

menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, 

Omset Penghasilan, Digitalisasi Layanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus KPP Pratama Pekanbaru Tampan)”. 

Disusun oleh: 

Nama  : Aufa Habibah 

NIM  : 12170322266 

Program Studi : Akuntansi S1 

Universitas : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan 

yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh 

dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, 

maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga 

kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.  

Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda (√) perihal 

pertanyaan berikut:   
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : ............................................................ 

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki     ☐ Perempuan 

Usia   : ☐ 20-25   ☐ 26-35   ☐ 36-45   ☐ >45 

Pendidikan Terakhir : ☐ SD   ☐ SMP   ☐ SMA/SMK   ☐ Diploma   ☐ S1   ☐ S2 

Pekerjaan  : ☐ UMKM   ☐ Pegawai   ☐ Lainnya ................. 

Lama Usaha : ☐ <1 Tahun   ☐ 1-3 Tahun   ☐ 4-6 Tahun   ☐ >6 Tahun 

NPWP  : ☐ Punya   ☐ Tidak Punya 

Kontak untuk dihubungi: ............................................................ 

Rata-rata Omset Usaha per Tahun: 

☐ < Rp50 juta 

☐ Rp50 – 300 juta 

☐ Rp300 juta – 2,5 miliar 

☐ > Rp2,5 miliar 

KUESIONER PENELITIAN 

Mohon Bapak/Ibu mengisi dengan memberi tanda (√) pada kolom sesuai 

persepsi. 

Keterangan Skala Penilaian: 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Netral (N) 

4. Setuju (S) 
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5. Sangat Setuju (SS) 

 

TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK (X1) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya memahami kewajiban pajak 

yang harus saya penuhi sebagai 

wajib pajak UMKM. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Saya mengetahui batas waktu 

pelaporan pajak dan sanksi 

keterlambatan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Saya memahami tarif pajak yang 

berlaku untuk usaha saya. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Saya mengetahui prosedur 

pengisian dan penyampaian SPT. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Saya mengikuti informasi terbaru 

terkait regulasi perpajakan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sumber: Putra & Sari (2022) 

 

OMSET PENGHASILAN (X2) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya selalu mencatat seluruh 

penghasilan usaha dengan benar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Saya melaporkan seluruh omset 

usaha sesuai dengan kenyataan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Saya memahami bahwa besarnya 

omset mempengaruhi kewajiban 

pajak. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Saya jujur dalam menyampaikan 

laporan omset usaha. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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5 Saya mengetahui batasan omset 

yang dikenakan tarif PPh Final 

UMKM. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sumber: Nugroho (2021) 

 

DIGITALISASI LAYANAN PAJAK (X3) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya menggunakan aplikasi 

perpajakan online seperti DJP 

Online. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Layanan digital mempermudah 

saya dalam melaporkan pajak. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Saya memahami cara 

menggunakan sistem e-Billing 

untuk pembayaran pajak. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Saya merasa pelayanan pajak 

berbasis digital lebih cepat 

dibanding manual. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Saya percaya bahwa digitalisasi 

meningkatkan transparansi pajak. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sumber: Lestari (2023) 

 

SANKSI PERPAJAKAN (X4) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 Saya mengetahui adanya sanksi 

jika terlambat melaporkan pajak. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Sanksi pajak yang tegas dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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3 Saya memahami jenis-jenis sanksi 

pajak yang berlaku. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Saya merasa sanksi pajak yang ada 

sudah cukup efektif. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Saya mengetahui bahwa 

pelanggaran pajak dapat berakibat 

hukum pidana. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sumber: Rahmawati (2020) 

 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Y) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya selalu melaporkan pajak 

tepat waktu sesuai ketentuan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 Saya membayar pajak sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 Saya menggunakan NPWP sesuai 

ketentuan. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 Saya tidak pernah mengurangi 

jumlah pajak yang seharusnya 

dibayar. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 Saya mengikuti aturan perpajakan 

untuk menghindari sanksi. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sumber: Pratama (2021) 
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LAMPIRAN  3: Data Penelitian 

1. Tingkat pemahaman pajak (X1) 

No Tingkat Pemahaman Pajak (X1) Skor Total 

P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 

1 3 3 2 2 3 13 

2 5 5 3 4 3 20 

3 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 5 5 22 

5 4 3 3 4 2 16 

6 3 2 3 3 3 14 

7 3 3 3 3 3 15 

8 4 3 4 4 3 18 

9 3 4 4 3 3 17 

10 3 3 3 4 3 16 

11 3 3 3 4 3 16 

12 4 4 4 4 4 20 

13 3 4 4 4 4 19 

14 1 3 3 3 3 13 

15 3 3 2 1 3 12 

16 4 4 3 2 4 17 

17 3 3 3 4 3 16 

18 4 4 4 3 3 18 

19 1 1 2 1 2 7 

20 5 5 5 5 4 24 

21 3 3 3 3 3 15 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 20 

24 3 3 3 3 3 15 

25 4 3 4 3 3 17 

26 2 3 3 2 2 12 

27 4 5 4 5 4 22 

28 4 4 4 3 4 19 

29 3 4 4 4 2 17 

30 4 5 5 5 4 23 

31 4 4 4 5 4 21 

32 4 4 4 4 5 21 

33 4 4 3 3 3 17 

34 4 4 4 4 4 20 

35 4 4 4 5 4 21 
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36 5 5 5 4 4 23 

37 4 3 5 4 3 19 

38 3 4 3 4 4 18 

39 4 4 3 2 2 15 

40 4 5 4 3 4 20 

41 5 5 4 4 4 22 

42 4 4 4 3 3 18 

43 5 5 4 4 4 22 

44 2 2 2 2 3 11 

45 3 3 3 3 4 16 

46 4 5 5 5 4 23 

47 4 4 3 4 4 19 

48 3 3 2 3 2 13 

49 4 4 4 4 5 21 

50 4 4 4 5 4 21 

51 2 2 2 2 3 11 

52 3 3 3 4 3 16 

53 3 4 4 4 3 18 

54 4 3 4 3 3 17 

55 5 5 4 4 3 21 

56 3 3 3 4 3 16 

57 3 3 4 4 3 17 

58 4 4 3 4 3 18 

59 4 4 3 3 3 17 

60 4 4 4 3 3 18 

61 3 4 4 4 3 18 

62 3 4 4 4 4 19 

63 3 3 3 4 3 16 

64 2 2 2 2 3 11 

65 4 4 4 4 3 19 

66 2 2 2 3 2 11 

67 3 3 3 3 3 15 

68 4 4 5 5 4 22 

69 3 3 3 3 3 15 

70 4 4 4 4 3 19 

71 4 3 3 3 4 17 

72 3 3 3 3 2 14 

73 4 4 4 3 3 18 

74 4 4 5 4 3 20 

75 4 4 4 4 3 19 
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76 4 4 4 4 3 19 

77 4 3 3 3 2 15 

78 3 2 3 3 2 13 

79 4 3 4 4 3 18 

80 3 3 3 4 3 16 

81 4 4 4 3 3 18 

82 4 4 4 4 4 20 

83 4 4 3 4 4 19 

84 3 4 4 4 3 18 

85 3 3 3 3 3 15 

86 4 4 4 4 3 19 

87 4 4 5 5 4 22 

88 5 5 4 4 3 21 

89 4 4 4 4 4 20 

90 4 4 5 5 3 21 

91 3 4 4 4 3 18 

92 4 4 4 4 4 20 

93 3 3 3 3 4 16 

94 4 5 5 5 4 23 

95 5 5 5 4 4 23 

96 3 4 3 4 3 17 

97 4 4 5 5 4 22 

98 3 3 4 4 3 17 

99 4 4 4 4 3 19 

100 5 4 4 5 5 23 

 

2. Omset Penghasilan (X2) 

No Omset Penghasilan (X2) Skor Total 

P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 

1 4 2 4 4 3 17 

2 5 4 4 4 4 21 

3 4 2 3 4 3 16 

4 5 5 3 4 2 19 

5 4 4 3 4 4 19 

6 4 3 4 3 3 17 

7 4 3 4 3 3 17 

8 5 5 4 5 4 23 

9 4 4 3 4 4 19 

10 2 2 2 3 3 12 



105 

 

 

11 4 3 2 3 3 15 

12 5 5 4 5 4 23 

13 4 4 4 4 4 20 

14 3 3 3 3 3 15 

15 4 2 2 3 2 13 

16 5 4 3 4 4 20 

17 5 4 4 5 4 22 

18 5 5 4 5 4 23 

19 1 1 2 2 1 7 

20 4 4 4 4 4 20 

21 3 2 3 3 3 14 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 20 

24 4 4 4 3 3 18 

25 4 3 2 3 3 15 

26 4 3 3 3 2 15 

27 4 4 4 3 3 18 

28 4 4 3 4 3 18 

29 4 4 3 5 3 19 

30 5 5 4 5 3 22 

31 4 4 3 4 4 19 

32 5 4 5 4 5 23 

33 4 4 4 3 3 18 

34 4 4 4 3 4 19 

35 5 5 5 5 5 25 

36 5 5 5 4 4 23 

37 4 5 5 4 3 21 

38 4 5 4 4 4 21 

39 4 4 4 3 4 19 

40 4 5 4 3 3 19 

41 4 4 3 4 3 18 

42 5 4 3 3 3 18 

43 5 5 4 3 3 20 

44 4 3 4 3 3 17 

45 3 4 4 4 3 18 

46 4 4 5 4 5 22 

47 3 3 4 4 4 18 

48 4 4 3 3 2 16 

49 4 4 3 4 3 18 

50 5 5 4 5 4 23 
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51 4 2 3 2 2 13 

52 4 3 4 4 3 18 

53 4 3 4 3 3 17 

54 4 4 4 5 3 20 

55 4 5 4 4 4 21 

56 4 3 2 3 3 15 

57 4 4 4 3 3 18 

58 4 4 4 4 3 19 

59 4 3 3 3 3 16 

60 4 3 3 3 3 16 

61 4 3 2 3 3 15 

62 4 4 4 3 3 18 

63 4 3 4 3 3 17 

64 3 3 4 3 3 16 

65 3 3 4 3 3 16 

66 3 2 3 2 3 13 

67 4 3 4 3 3 17 

68 4 4 4 4 4 20 

69 4 3 4 3 3 17 

70 4 3 3 3 3 16 

71 4 4 3 3 3 17 

72 3 3 4 3 2 15 

73 4 3 4 3 3 17 

74 5 4 2 4 3 18 

75 4 4 4 4 3 19 

76 4 4 5 5 4 22 

77 4 3 4 3 3 17 

78 4 3 3 3 3 16 

79 4 4 5 5 3 21 

80 4 4 4 4 3 19 

81 5 4 3 4 4 20 

82 4 4 4 3 3 18 

83 4 4 3 3 3 17 

84 4 3 3 3 4 17 

85 4 4 3 4 3 18 

86 5 4 4 4 3 20 

87 4 4 3 4 4 19 

88 4 5 4 4 4 21 

89 5 5 4 4 4 22 

90 4 4 4 4 4 20 
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91 4 3 4 3 3 17 

92 4 4 4 4 3 19 

93 3 3 4 3 3 16 

94 5 4 3 4 4 20 

95 4 4 5 4 4 21 

96 4 3 3 3 3 16 

97 4 4 4 4 3 19 

98 4 3 3 3 4 17 

99 4 4 3 4 4 19 

100 4 5 5 4 4 22 

 

3. Digitalisasi Layanan Pajak (X3) 

No Digitalisasi Layanan Pajak (X3) Skor Total 

P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 

1 2 2 2 2 4 12 

2 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 3 4 4 19 

4 4 4 4 3 3 18 

5 5 5 4 4 4 22 

6 3 3 3 3 3 15 

7 2 2 2 3 3 12 

8 4 4 4 3 2 17 

9 4 4 4 3 2 17 

10 4 4 2 3 3 16 

11 4 4 3 5 5 21 

12 2 5 3 5 5 20 

13 4 4 4 4 4 20 

14 3 3 3 3 3 15 

15 4 3 2 3 2 14 

16 2 4 1 4 4 15 

17 4 4 3 4 3 18 

18 3 4 4 4 4 19 

19 2 1 2 2 1 8 

20 5 5 5 4 4 23 

21 3 2 2 2 2 11 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 20 

24 2 3 3 3 3 14 
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25 2 2 2 3 4 13 

26 2 3 2 3 3 13 

27 3 3 4 5 3 18 

28 5 5 4 4 4 22 

29 4 3 3 3 4 17 

30 4 4 3 3 4 18 

31 4 3 3 3 4 17 

32 5 4 4 4 3 20 

33 4 5 4 3 3 19 

34 3 3 3 4 5 18 

35 4 3 3 3 4 17 

36 4 4 3 4 3 18 

37 5 5 4 3 3 20 

38 5 5 5 3 3 21 

39 4 3 4 4 4 19 

40 4 3 3 4 3 17 

41 3 3 4 4 4 18 

42 4 4 3 4 5 20 

43 5 4 5 4 4 22 

44 2 3 2 3 3 13 

45 3 4 3 3 4 17 

46 4 4 5 4 4 21 

47 3 4 3 4 4 18 

48 2 2 2 3 3 12 

49 4 4 3 4 5 20 

50 4 4 4 3 4 19 

51 2 3 2 4 4 15 

52 4 4 3 4 5 20 

53 4 3 3 4 4 18 

54 4 4 4 4 5 21 

55 4 4 3 4 4 19 

56 4 3 3 4 4 18 

57 2 3 2 3 3 13 

58 4 3 3 4 4 18 

59 4 3 3 4 4 18 

60 2 3 2 4 4 15 

61 2 3 2 3 3 13 

62 4 3 3 4 4 18 

63 2 3 2 4 4 15 

64 2 2 2 4 4 14 
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65 4 4 4 4 4 20 

66 1 3 1 3 3 11 

67 2 3 2 2 4 13 

68 4 3 3 4 4 18 

69 2 3 2 3 3 13 

70 2 3 2 3 3 13 

71 4 4 3 4 4 19 

72 2 3 2 4 4 15 

73 4 4 3 4 4 19 

74 2 2 2 4 3 13 

75 2 3 2 3 4 14 

76 3 3 3 3 3 15 

77 4 4 3 3 4 18 

78 2 3 2 3 4 14 

79 4 3 3 3 4 17 

80 2 3 2 3 4 14 

81 4 5 4 3 4 20 

82 4 3 3 3 4 17 

83 2 3 2 4 4 15 

84 2 2 2 3 4 13 

85 2 2 2 3 3 12 

86 4 4 3 4 5 20 

87 4 3 3 3 4 17 

88 4 3 3 4 4 18 

89 3 3 3 3 3 15 

90 4 4 4 5 5 22 

91 2 3 1 3 4 13 

92 4 4 3 3 4 18 

93 2 2 2 3 3 12 

94 5 4 4 4 5 22 

95 4 3 4 3 4 18 

96 4 3 2 3 4 16 

97 4 4 4 5 5 22 

98 5 4 5 5 4 23 

99 4 3 3 3 3 16 

100 4 4 4 4 3 19 
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4. Sanksi Perpajakan (X4) 

No Sanksi Perpajakan (X4) Skor Total 

P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 

1 4 4 3 2 2 15 

2 4 3 3 3 3 16 

3 4 3 4 4 4 19 

4 5 5 4 4 4 22 

5 4 4 4 4 4 20 

6 4 4 3 4 4 19 

7 4 4 2 3 3 16 

8 5 5 4 3 4 21 

9 4 5 3 2 3 17 

10 2 2 2 2 2 10 

11 3 3 4 3 3 16 

12 4 5 4 4 5 22 

13 4 4 4 4 4 20 

14 3 3 3 3 3 15 

15 3 3 2 2 3 13 

16 4 4 4 4 3 19 

17 4 4 4 4 4 20 

18 3 4 4 4 5 20 

19 1 1 1 2 2 7 

20 4 5 5 5 5 24 

21 3 3 3 3 3 15 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 3 3 4 18 

24 4 4 3 3 4 18 

25 4 4 3 3 4 18 

26 4 4 3 3 3 17 

27 4 4 3 3 3 17 

28 4 4 4 4 5 21 

29 4 4 3 4 5 20 

30 4 5 3 4 4 20 

31 4 5 4 4 4 21 

32 3 4 3 4 4 18 

33 5 4 3 4 4 20 

34 4 5 5 5 5 24 

35 4 5 4 4 4 21 

36 5 4 3 4 3 19 
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37 4 4 4 3 4 19 

38 4 3 5 4 3 19 

39 4 3 4 4 4 19 

40 5 4 3 3 4 19 

41 4 4 5 5 4 22 

42 5 5 3 4 5 22 

43 3 4 5 4 4 20 

44 4 4 3 4 4 19 

45 5 4 3 4 4 20 

46 5 4 4 3 4 20 

47 3 4 3 4 4 18 

48 4 4 3 3 4 18 

49 4 5 3 4 4 20 

50 4 4 4 4 4 20 

51 4 4 2 3 2 15 

52 4 5 3 4 4 20 

53 4 3 3 3 3 16 

54 4 4 4 4 4 20 

55 4 3 3 4 4 18 

56 4 2 3 3 3 15 

57 4 5 3 4 4 20 

58 4 4 4 3 3 18 

59 4 4 4 3 3 18 

60 4 4 3 3 3 17 

61 4 4 3 2 3 16 

62 4 4 4 4 4 20 

63 3 4 3 3 3 16 

64 3 4 3 3 3 16 

65 4 4 3 3 3 17 

66 3 4 2 3 3 15 

67 3 4 3 3 3 16 

68 4 4 3 3 3 17 

69 3 4 3 4 3 17 

70 4 5 3 4 3 19 

71 4 5 3 3 3 18 

72 4 4 3 4 3 18 

73 4 5 3 3 3 18 

74 4 5 3 3 4 19 

75 4 4 4 4 4 20 

76 4 4 3 4 4 19 
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77 4 4 3 3 3 17 

78 4 5 3 3 3 18 

79 4 5 3 4 4 20 

80 4 4 3 3 3 17 

81 5 4 4 3 3 19 

82 4 4 3 3 3 17 

83 4 4 4 3 4 19 

84 3 4 2 3 3 15 

85 4 3 3 3 3 16 

86 4 4 4 4 4 20 

87 5 4 3 4 3 19 

88 4 4 3 3 3 17 

89 4 5 4 4 4 21 

90 4 4 4 3 3 18 

91 3 4 3 3 3 16 

92 4 5 3 3 3 18 

93 3 3 3 4 3 16 

94 4 4 4 5 4 21 

95 5 4 3 4 4 20 

96 4 3 3 5 4 19 

97 4 4 3 3 3 17 

98 4 5 3 4 4 20 

99 5 5 4 4 4 22 

100 4 4 4 4 3 19 

 

5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 

No Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) Skor Total 

P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 

1 2 4 4 4 4 18 

2 4 4 4 4 4 20 

3 5 4 4 4 4 21 

4 4 4 5 5 4 22 

5 4 4 4 3 4 19 

6 4 4 3 4 4 19 

7 3 4 4 3 3 17 

8 4 5 5 5 4 23 

9 4 4 4 4 4 20 

10 2 2 3 3 2 12 
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11 4 3 4 3 3 17 

12 4 4 4 4 4 20 

13 4 4 5 5 5 23 

14 3 3 3 3 3 15 

15 4 3 4 4 4 19 

16 4 4 4 4 4 20 

17 4 4 5 4 5 22 

18 4 5 5 5 5 24 

19 2 1 1 1 2 7 

20 5 5 5 5 4 24 

21 3 3 4 3 3 16 

22 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 4 20 

24 3 3 3 3 3 15 

25 4 4 4 4 4 20 

26 3 3 4 3 4 17 

27 4 4 4 3 3 18 

28 3 4 3 4 3 17 

29 4 5 5 5 4 23 

30 5 5 5 4 4 23 

31 4 4 5 5 5 23 

32 3 4 3 5 3 18 

33 4 4 4 3 3 18 

34 2 3 2 3 4 14 

35 4 4 4 4 4 20 

36 3 4 4 3 5 19 

37 4 5 5 4 3 21 

38 3 4 5 4 4 20 

39 3 3 4 4 4 18 

40 3 4 5 4 5 21 

41 3 3 4 4 3 17 

42 4 5 5 5 5 24 

43 4 4 4 3 3 18 

44 3 3 4 4 3 17 

45 3 4 3 3 4 17 

46 4 5 4 4 5 22 

47 3 4 3 3 4 17 

48 3 3 4 4 4 18 

49 3 4 5 5 4 21 

50 4 5 5 5 4 23 
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51 2 2 2 2 3 11 

52 3 4 5 4 4 20 

53 3 4 5 4 3 19 

54 3 4 4 4 4 19 

55 4 4 5 4 5 22 

56 4 4 4 3 4 19 

57 3 4 4 3 4 18 

58 4 4 4 4 4 20 

59 4 4 5 4 4 21 

60 3 4 4 3 4 18 

61 3 3 4 3 4 17 

62 5 5 5 4 3 22 

63 3 3 4 3 3 16 

64 2 2 2 2 3 11 

65 4 4 5 5 3 21 

66 2 2 4 3 3 14 

67 4 4 5 3 3 19 

68 4 4 5 4 3 20 

69 3 3 4 3 3 16 

70 3 3 5 4 4 19 

71 3 4 4 4 4 19 

72 3 3 4 3 3 16 

73 3 3 4 3 4 17 

74 4 4 4 4 4 20 

75 4 4 3 3 4 18 

76 4 4 5 5 5 23 

77 4 4 4 4 4 20 

78 3 3 4 3 3 16 

79 4 4 5 5 5 23 

80 4 4 4 4 4 20 

81 3 3 4 3 3 16 

82 4 3 5 3 4 19 

83 4 4 3 3 3 17 

84 3 3 4 3 4 17 

85 3 3 3 3 4 16 

86 3 4 4 3 4 18 

87 4 4 5 3 4 20 

88 4 4 4 4 4 20 

89 4 5 5 4 4 22 

90 4 4 4 3 4 19 
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91 3 4 4 3 3 17 

92 4 4 4 4 3 19 

93 3 3 3 4 3 16 

94 5 5 5 4 4 23 

95 4 4 3 4 4 19 

96 3 3 3 4 4 17 

97 4 4 5 5 5 23 

98 3 4 4 4 4 19 

99 4 4 4 3 4 19 

100 4 5 5 4 4 22 

 

LAMPIRAN  4: Analisis Statistik Deskriptif 

 

LAMPIRAN  5: Hasil Uji Kualitas Data 

1. Tingkat pemahaman pajak (X1) 
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2. Omset Penghasilan (X2) 

 

3. Digitalisasi Layanan Pajak (X3) 
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4. Sanksi Perpajakan (X4) 

 

5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 
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LAMPIRAN  6: Uji Reabilitas 

1. Tingkat pemahaman pajak (X1) 

    

2. Omset Penghasilan (X2) 

  

3. Digitalisasi Layanan Pajak (X3) 

  

4. Sanksi Perpajakan (X4) 
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5. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 

  

LAMPIRAN  7: Uji Normalitas 

 

LAMPIRAN  8: Uji Multikolinearitas 
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LAMPIRAN  9: Uji Heteroskedastisitas 

 

LAMPIRAN  10: Analisis Regresi Linear Berganda 

 

LAMPIRAN  11: Uji T 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.147 1.626  1.936 .056 

Tingkat pemahaman pajak (X1) .204 .097 .224 2.103 .038 

Omset Penghasilan (X2) .404 .117 .380 3.457 .001 

Digitalisasi Layanan Pajak (X3) .050 .086 .053 .575 .567 

Sanksi Perpajakan (X4) .211 .117 .179 1.805 .074 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.147 1.626  1.936 .056 

Tingkat pemahaman pajak (X1) .204 .097 .224 2.103 .038 

Omset Penghasilan (X2) .404 .117 .380 3.457 .001 

Digitalisasi Layanan Pajak (X3) .050 .086 .053 .575 .567 

Sanksi Perpajakan (X4) .211 .117 .179 1.805 .074 

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM(Y) 



121 

 

 

LAMPIRAN  12: Uji Determinasi 

 

LAMPIRAN  13: Data jumlah KPP Pratama Pekanbaru Tampan 

 

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .729a .531 .511 2.086 

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak, Tingkat pemahaman pajak, Omset 

Penghasilan 
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LAMPIRAN  14: Dokumentasi Penyebaran Kuisioner 
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